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PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA

- " NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG

PENJAB%*"*’A%GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
¢ |} TAHUN ANGGARAN 2016
T o aﬁg .

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : bahwa é‘"féggé*ai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan

Daerah Kabup:@tgggn Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2015
 tentang A@gga“fg él:’endapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggar gZﬁ 16, perlu di tetapkan Peraturan Bupati
Kepulauan Talaud tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Da%gjgh%ﬁ%%un Anggaran 2016 sebagai landasan
operasional pelaksé}?% an APBD Tahun Anggaran 2016;

Mengingat ¢ 1. Undang-UndangN6#F 8 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabuéa.;fén Kepulauan Talaud di"Provinsi
Sulawesi Utara (L€ it baran ggﬁ%gara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor g{@ﬁﬂTim%ghan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nox%%czf % éﬁ% ‘-?; ' .
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

SR,

Tahun 2003 Nomo; 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400); | |

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Peh:bangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

%{ndonesia Tahu_n 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

B hda'ng-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

'bdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

ﬁgl’ééﬁ%&a Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

" Neg: -;‘a?gepublik Indonesia Nomor 5049);

8. Undahg—U%%fa.ng Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemgggtﬁﬁdr’%; Peraturan Perundang-Undangan
(LembarariyNegara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Ta;‘?&pahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N@:ﬁfﬁi&?ﬂ ;

9. Undang-Uﬁ%élalggﬁg%or 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Nggwa Republik Indonesia Tahun 2014

slembaran Negara Republik

- Undang-Undang l\f’&hor 23, Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah @ %mb%fn | Negaral A Republik
Indonesia Tahun 2014 N%Wmfg%g@z Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah; ‘

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2001 Nomor 118, ‘Tamb.ahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

.sNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

o %‘gmmbahan Lembaran Negafa Republik Indonesia Nomor

2 b @gﬁﬁlﬁ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
~ dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

. Dﬁgg%t: £ %Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomez£24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

T2

Raky@g.ﬁgg r;
AW
18. Peraturaxf‘ﬁi%z%‘i‘nerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan '(Lembaran Negara Republik

@005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
‘Negara Repub},{k Iﬁ%%hesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pe%eﬁntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

mEa? Daerah  (Lembaran Negara

 Republik Indonesia Tiiun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Réﬂjgiblﬂ{ Indonesia Nomor 457 8);

17. Peraturan Pemerintah Nﬁlﬂ-‘fi‘;‘i;r‘ %9 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan d%@g%g}gawasan Penyelenggaraan

Indonesia Takhs

'Pengelolaan Keue

SR

Pemerintahan Daerah;

'18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota; |

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972); '
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20. Peraturan Pemeérintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Déwan Perwakilan
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan \
Rakyat;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 ‘Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2010 tentang

M%Kedudukan Protokoler dan Keuangan Kepala Daerah

TN

s

%an Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
ﬁ donesia Tahun 2010 Nomor 210, Tambahan Lembaran
‘ Negazﬁ;a Republik Indonesia Nomor 4028);

23, Pg lffgﬁ%n Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibz@ébaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republ Indonesia Nomor 5272);

24. PeraturaniPémerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 te%gng Dana Desa yéng bersumber dari

Anggaran ﬁg@eﬁég&%ﬁn dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Repu?§§ Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Le‘%%bara.n Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagmmana.gi‘té{lgﬁ di ubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor Zgﬁéﬁ‘ahun 2015 tentang Dana Desa
Angg%% Pendapatan dan Belanja'

e ‘\S“.’(‘

Negara (Lembaran NéggréwRei?;ublik Indonesia Tahun

2015 Nomor 88, Tambazlg%lg?iﬁbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694); .

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

yang bersumber d

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2611 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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27.

Peraturan Menterj Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Carg Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Rahca.ngan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD sebagaimanga diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor .16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

wtentang Penjabaran APBD;

: Tah @;"012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

29.

30.

31.

32.

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201} tentang Pedoman
Pem%gggn Xgah Dan Bantuan Sosjal Yang Bersumber
Dari APBD;,.

Peraturan Menteg} Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 64 @ﬁgﬁyél%2013. tentang Penerapan Standar

Peraturan Mente&@ig;; aléf Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentuk '}’xg?i-oduk Hukum Daerah; _
Peré.turan Menteri Balam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Pex}@sﬁnaf%\ Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tah%z %%gngan 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor
01 Tahun 2012 tentang” Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun 2012 Nomor 01 Seri E);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:

1. Pendapatan - v«’g
a. Pcndapatén Asli Daerah Rp. 17.053.942.592,00,-
b. Dana perimtiiyan Rp. 718.218.582.660,00.-
c. Lain-lain Pendapate ﬁ\ Rp. __90.696.279.897.00.-
Jumlah PendapatanM > Rp. 825.968.805.149,00,-
2. Belanja
a. Belanja Tidak ngsuﬁg o
1). Belanja Pegawai Rp. 359.484.481.125,72,-
2). Belanja Bunga 0,00,-
3). Belanja Subsidi 0,00,-

4). Belanja Hibah
S5). Belanja Bantuan Sosial

3.215.000.000,00,-
2.256.000.000,00, -

) 1.116.744.800,00,-
7). Belanja Bantuan Keuangan ¢ Rp. 414.578.981.251,28,-
8). Belanja Tidak terduga RB. 6.000.000.000,00.-
“Rp. 486 651.207.177,00,-

fe

6). Belanja Bagi Hasil

Jumlah belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai Rp. 27.051.702.559,00, -
2). Belanja Barang dan Jasa Rp. 140.912.703.503,00,-
3). Belanja Modal Rp. 220.581.129.693,00,-
Jumlah belanja Langsung Rp. 388.545.535.755,00,-
Jumlah Belanja Rp. 875.196.742.932,00

Defisit Rp. 49.227.937.783,00




3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 63.180.000.000,00,-
b. Pengeluaran Rp. 13.952.062.217,00-
Jumlah Pembiayaan Neto : Rp.49.227.937.783,00,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.O,-

>

Pasal 2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
n I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pasal 4
Larnpiran sebagaimana terseb@téﬁﬁg{g’f%%m Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari i,gé‘rauturan Bupati ini.
F
. b

Pelaksanaan .i-'"-.:::njabaran APBD yang %"d; etapkan dalam Peraturan ini

dituangkan lei 't lanjut dalam Dokumen‘é%elaksaq%%n Anggaran Satuén Kerja

Perangkat Da: % sesuai dengan ketentuan @g"xﬁgdﬁg-undangan.

Pasal 6 %@*{g@é

Sesuai dengan Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam Negeri
~ Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Bupati mencantumkan daftar

nama, penerima, alamat, penerima Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana

dalam Lampiraﬁ IIl dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.




Pasal 7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah,

Diteta_pkan;d;\i_mMelonguane
pada.tanggal 31, Desember 2015
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

L)




